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Perilaku homoseksual dalam rumah tangga bila menimbulkan ketidaknyamanan pada 
pasangan lain, tentu mengganggu keharmonisan bahtera rumah tangga. Bahkan untuk nafkah 
sulit memenuhi kebutuhannya, sehingga orangtuanya membantu mereka memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Penulis telah meneliti tentang Tinjauan Yuridis Terhdap Perceraian 
Akibat Suami Homoseksual (Studi Putusan Nomor: 255/Pdt.G/2019/Pa.Sgm). Penulis 
menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan studi literatur dan 
wawancara untuk memperoleh data, disimpulkan bahwa menurut UU Perkawinan dan 
peraturan perundang-undangannya, homoseksualitas dalam Islam dianggap sebagai penyakit 
atau kecacatan, sehingga dianggap sah dan diperbolehkan untuk mengajukan gugatan cerai ke 
pengadilan agama, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 
Perkawinan, b. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penerapan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan Pasal 116 huruf (f) Inpres KHI RI Nomor 2 Tahun 1991, 
menurut hakim, homoseks yang diderita terdakwa akan menimbulkan perselisihan dalam 
rumah tangga dan seringnya terjadi pertengkaran dan permasalahan menjadi tidak sesuai 
dengan tujuan perkawinan. Implikasinya, pembahasan homoseksual harus diajarkan di 
sekolah atau madrasah, Ulama, Dai dan khatib juga harus menyampaikan hukum 
homoseksualitas kepada masyarakat dalam ceramah agama dan ceramah, sehingga perbuatan 
tersebut hilang dari kehidupan manusia. Bagi calon suami dan istri, mereka harus saling 
mengenal. orang lain, secara fisik atau tidak sebelum menikah atau setelah menikah. Bagi 
pasangan suami istri harus memahami arti, tujuan dan hikmah pernikahan. Sehingga majelis 
hakim akan memutuskan kasus perceraian yang sah ini dengan lebih hati-hati dan bijaksana. 
Sehingga ia tidak merugikan kedua belah pihak dalam kasus tersebut, dan kepada pejabat 
pengadilan agama guna menghapus tingginya angka perceraian. 
Kata Kunci: Perceraian, Homoseksual 
 
Abstrak 
The homosexual behavior in the household when it causes discomfort from other couples, 
certainly disturbs the harmony of the household ark. Even though it is hard to give birth, it is 
still difficult for parents to meet their daily needs. The author conducted research on Juridical 
Review of Divorce as a Result of Homosexual Husband” (Study of Decision Number: 
255/Pdt.G/2019/Pa.Sgm). The author uses a type of descriptive qualitative research which 
uses literature studies and interviews to obtain data. It can be concluded that in accordance 
with the provisions of the Marriage Law and its implementing regulations, Homosex itself in 
Islam is considered a disease or a disability. Then it is considered valid and allowed to sue 
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for divorce to the Religious Courts, Article 39 paragraph (2) of Law No. 1 of 1974 concerning 
Marriage, b. Article 19 letter (f) PP No. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law No. 
1 of 1974, and Article 116 letter (f) KHI Inpres RI No. 2 of 1991, according to the Judge, the 
homosexual suffered by the Defendant , would result in disharmony in the household and 
frequent quarrels and the problem would be incompatible with the purpose of marriage. The 
implication is, homosexual discussion should be taught in schools or madrassas, the Ulama, 
Dai and Khatib also should convey homosexual law to the community in religious lectures 
and lectures, so that these actions disappear from human life. others, physically or non-
physically before marriage or after marriage. For married couples, it should understand the 
meaning, purpose and wisdom of marriage, for the Panel of Judges to decide the case for 
divorce is more thorough and wise. So that it does not cause harm to both parties who 
litigate, and for Religious Court officials to be able to reduce the high divorce rate. 




Kehidupan suami dan istri bisa berdiri kokoh atas dasar kedamaian dan ketenangan. 
Sepasang suami istri yang saling mencintai rukun dan masing-masing memenuhi hak 
dan kewajibannya dengan ketulusan, kejujuran dan dedikasi. Penghormatan terhadap 
kewajiban suami istri dimulai dengan akad nikah. Pria yang menjadi pasangannya 
mempunyai hak menjadi suami dalam keluarga. Demikian pula wanita yang menjadi 
istri berhak menjadi istri dalam keluarga. Selain itu, keduanya memiliki kewajiban yang 
harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun upaya membangun 
keluarga. Kewajiban ini harus dimaknai secara timbal balik, artinya apa yang menjadi 
kewajiban istri dan apa kewajiban pasangan adalah hak istri dan kewajiban istri menjadi 
hak suami.1 
Hubungan seks, biasanya suami lebih berperan sedangkan istri melayani prakarsa 
suaminya. Tetapi dalam pandangan Islam, hubungan seksual lebih didasarkan pada 
saling menghormati dan saling pengertian, hingga kewajiban suami untuk mempergauli 
istrinya dengan baik telah ditunjukan oleh Al-quran, antara lain dalam QS. Al-Baqarah 
ayat 223 / 2:223. Ayat ini menunjukkan kebiasaan bahwa suami (laki-laki) lebih 
berperan dalam hubungan seksual baik untuk melakukan aktivitas seks maupun dalam 
cara ketika melakukan hubungan seksual. Namun, hal tersebut diiringi oleh kewajiban 
                                                 
1Mashuri Kurtubi, Baiti Jannati, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), h. 91. 
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yang harus dilakukan oleh suami karena Al-quran memberikan batasan-batasan yang 
tidak boleh dilanggar oleh suami. Bahkan Islam mengajarkan untuk menggauli istri 
dengan lembut dan tidak menyakiti istri ketika melakukan hubungan intim, apalagi 
sampai melakukan kekerasan di dalam berhubungan intim, hal ini diterangkan dala QS 
Al-Nisaa ayat 19/ 4:19 
UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa suami berkewajiban 
memberi segala keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
Kemudian ketentuan tersebut di pertegas oleh Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam 
(Inpres Nomor 1 Tahun 1991), sedangkan perceraian adalah jalur akhir yang ditempuh 
antara suami dan istri, karena dalam berummah tangga sudah tidak ada keharmonisan 
lagi. Walaupun demikian sebelum mengammbil keputusan antara suami istri sebelumnya 
harus memikirkan dampak yang akan terjadi dalam perceraian. 
Demikian terkadang terjadi anomali dari apa yang ada (das sain) dengan apa yang 
semestinya (das sollen) itu berlaku, akan tetapi dalam realitasnya tidak sama. UU No. 1 
Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 
menyebutkan 6 (enam) alasan yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian, sedangkan 
dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 mmenyebutkan 8 (delapan) alasan. 
Untuk dapat menguraikan dan memberi penjelasan dalam pembahasan mengenai hal-hal 
yang akan penulis kaji dalam penulisan hukum ini, penulis mengadakan penelitian di 
Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas II B. Dari hasil penelitian penulis nanti yakni 
Putusan Hakim No. 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm. 
 
B. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, menginterpretasikan dan 
mendeskripsikan data yang berkaitan dengan keadaan saat ini, sikap dan pandangan 
yang terjadi dalam suatu masyarakat, kontradiksi antara dua kejadian atau lebih, 
hubungan antara individu dan variabel yang muncul dari perbedaan fakta yang ada 
dengan fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap kondisi. Dengan pendekatan induktif, 
dengan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan, wawancara, selain itu penulis 
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juga melakukan studi literatur dengan menelaah buku, literatur serta peraturan 
perundang-undangan. Menganalisis dokumen hukum yaitu penulis menggali, 
menganalisis dan menemukan segala peraturan perundang-undangan yang mengatur 
semua aspek asas hukum Islam dan hukum perkawinan. 
 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual dalam 
perkara Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm 
Dalam amar putusan Hakim, dapat diketahui implikasi yuridis dari perkara 
No:255/Pdt.G/2019/PA.Sgm. tersebut adalah:  
Dalam Konvensi: 
a. Mengabulkan gugatan Penggugat. 
b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat  
Dalam Rekovensi: 
a. Menghukum Tergugat mengembalikan ½ mahar dari emas seberat 10 gram yakni 
emas seberat 5 gram; 
b. Menolak gugatan Penggugat selebihnya. 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi: 
Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00. 
Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada 
hari Senin tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 
Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya sebagai Hakim Ketua, Drs Kasang dan 
Mudhirah, S.Ag.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut 
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua 
tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Dra. Jasrawati 
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat 
Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.2 
Mengenai masalah hak pengasuhan anak, tidak tertulis dalam amar putusan karena 
Penggugat mencabut petitum nomor 3 mengenai tuntutan hak pengasuhan anak seperti 
                                                 
2Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Jl. Masjid Raya Sungguminasa, Putusan No: 
255/Pdt.G/2019/PA.Sgm., diperolah pada tangga 15 Maret 2020, h. 25. 
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yang telah tertulis dalam putusan sela No:255/Pdt.G/2019/PA.Sgm. Hak pengasuhan 
anak telah tertulis dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.3 
Pasal-pasal diatas, karena anak Penggugat dengan Tergugat baru berumur 3 tahun (saat 
perkara disidangkan) maka hak pengasuhan anak ada pada Penggugat. Mengenai masa 
iddah karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, 
maka iddahnya adalah iddah talak. Iddah artinya satu masa yang mengharuskan 
perempuan-perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai mati ataupun 
cerai hidup, untuk menunggu sehingga dapat diyakinkan bahwa rahimnya telah berisi 
atau kosong dari kandungan. Sedangkan Iddah talak artinya adalah iddah karena 
bercerai. Perempuan- perempuan yang dalam iddah talak terdiri atas empat macam, 
yakni:  
a. Perempuan-perempuan yang telah dicampuri dan belum putus dari haid. Iddahnya 
ialah tiga kali suci atau tiga kali haid;  
b. Perempuan-perempuan yang dicampuri dan telah putus dari masa haid karena 
sudah tua;  
c. Perempuan-perempuan yang dicampuri, sedangkan ia belum pernah haid, karena 
belum balig, iddah mereka tiga bulan;  
d. Perempuan-perempuan yang belum didukhul berarti tidaklah ada iddah bagi 
mereka4 
Pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tertulis:  
Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:   
a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu 
tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;  
b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid 
ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, 
dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;   
c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan 
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;   
d. Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan 
hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.5 
                                                 
3Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156. 
4Muh. Fitrah Abu Bakar, Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Pada tanggal 16 
Maret 2020. 
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Pasal diatas, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dan 
Penggugat belum putus haid, maka masa iddah Penggugat adalan tiga kali suci dengan 
sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari. Sehingga implikasi yuridis dalam perkara 
No:255/Pdt.G/2019/PA.Sgm, telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perkawinan 
dan peraturan pelaksanaannya. 
 
2. Indikasi Homoseksual Suami yang Terdapat pada Pelaku dalam Perkara 
Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm 
Putusan yang penulis terima atas perceraian yang disebabkan oleh seorang suami 
homoseksual dapat dijadikan alasan untuk bercerai, seperti yang telah dijelaskan pada 
bab sebelumnya tentang masalah homoseksualitas, dilihat dari perspektif fiqh, para 
ulama fiqh mengijinkan adanya homoseksualitas. menjadi alasan perjanjian. Karena 
semua Muslim setuju bahwa homoseksualitas adalah dosa besar. Faktanya, 
homoseksualitas jauh lebih menjijikkan dan hina daripada perzinahan. Karenanya, Allah 
menghancurkan umat Nabi Luth dengan cara yang sangat mengerikan. Allah berfirman 
dalam QS. Al-Syu'ara 26 : 165-166 
  ١٦٦ْوَن ْوٌم َعادُ قَ ْن اَْزَواِجُكْمْۗ بَْل اَْنتُْم م ِ َوتَذَُرْوَن َما َخلََق لَُكْم َربُُّكْم  ١٦٥اَتَأْتُْوَن الذُّْكَراَن ِمَن اْلٰعلَِمْيَن ۙ 
 “Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki diantara manusia. Dan kamu tinggalkan 
isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang 
yang melampaui batas.”6 
Dalam Al Qur'an QS. Al-Syu'ara ayat 134-135 ada kisah yang menyatakan bahwa Allah 
SWT mengijinkan istri Nabi Luth yang seorang lesbian untuk diadili dengan kaum Luth 
yang tidak menaati Allah yang lain.  
Sedangkan perimbangan hakim menilai bahwa rumah tangga penggugat tidak harmonis, 
karena dalam hal ini istri tidak hanya menuntut dukungan dari dalam, tetapi juga sikap 
pilih-pilih suami terhadap istri. Dalam wawancara penulis dengan salah satu hakim, 
hakim menjawab: jika terungkap dengan jelas apa yang menjadi faktor di balik 
                                                                                                                                                         
5Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 153 ayat 2. 
6Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran Dan Terjemahnya, h. 321. 
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perceraian, yaitu homoseksualitas, dikhawatirkan putusan tersebut akan memberikan 
dampak negatif pada terdakwa, seperti tercemarnya nama baik. Oleh karena itu, majelis 
hakim mengambil yang terbaik dan teringan, dengan tetap mengutamakan manfaat 
daripada mudharat.7 
Jika pertimbangan Hakim dalam pengambilan hukum suami yang mengidap homoseks, 
tidak demikian halnya dengan para ulama fikih. Mereka mempunyai pendapat tentang 
masing-masing dalam masalah ini sebagaimana yang ditulis dalam kitab Muqaranah al-
Mazdhahib Fi al-Fiqh, yaitu: 
a. Hanafiyah dan Imam Malik berpendapat bahwa perceraian suami isteri karena cacat 
merupakan talak bain. Mereka beralasan bahwa perkawinan yang dilaksanakan 
mencukupi rukun dan syaratnya, jadi apabila suami ingin kembali kepada isterinya 
harus melalui akad dan mahar baru. Begitu juga jika isteri mengajukan gugatan 
perceraian kepada hakim di Pengadilan, maka menurut Imam Malik dan Imam 
Hanafi adalah jatuh talak bain, karena tindakan hakim tersebut berdasarkan 
kehendak suami juga seolah-olah suami sendiri menjatuhkan talaknya kepada 
isterinya, jadi walaupun atas inisiatif isteri dapat mengajukan perceraian ke 
Pengadikan tetapi suami mengucapkan kalimat talak. 
b. Ulama Mazhab Syafi’i dan Hanbali menganggao bahwa perceraian karena cacat 
dianggap rusak akad nikahnya (fasakh) jadi bukan talak. Didalam fasakh itu tidaklah 
berpengaruh apa-apa terhadap bilangan talak yang menjadi hak laki-laki. Artinya 
kalaupun dia kawin lagi dengan bekas isterinya itu, maka ia tetap mempunyai hak 
penuh talak tiga. Karena didalam fasakh itu perkawinan batal sejak adanya akad. 
c. Ibnu Qayyim berkata bahwa perceraian disebabkan cacat hukumnya adalah fasakh, 
hal ini karena cacat tidak seperti memenuhi tujuan perkawinan yaitu kasih saying. 
Maka waji diberikan hak untuk memilih perkawinan. Perkawinan lebih utama 
daripada jual beli dan syarat-syarat dalam perkawinan lebih patut untuk dipenuhi 
daripada syarat-syarat dalam jual beli dan kecacatan adalah penipuan yang keji. 
                                                 
7Muh. Fitrah Abu Bakar, Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Pada tanggal 16 
Maret 2020. 
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d. Ibnu Hazam berpendapat bahwa perkawinan yang disyariatkan adalah bahwa kedua 
mempelainya tidak cacat tetapi ternyata cacat, apapun cacatnya maka nikahnya batak 
sejak awalnya bahkan tidak perlu khiyar, suami tidak berhak memberi nafkah dan 
tidak ada hak waris. 
e. Ibnu Taymiyah berkata: Apabila perempuan itu menfasakh maka tidak boleh 
mengambil apa-apa dari perbekalan dan jika perempuanlalu memfasakh sebelum 
bercampur maka gugur maharnya, tetapi tidak memfasakh sesudahnya maka 
maharnya tidak gugur.8 
Ternyata masalah dalam perkara perceraian suami yang homosek telah membuat isteri 
menderita karena tidak terpenuhinya nafsu batin, dan Hakim sangat memahami 
permasalahan ini. Apalagi jika mengambil pendapat Jumhur Ulama yang mengatakan 
bahwa menuntut cerai karena kecacatan (aib) suami adalah dibolehkan. 
Suatu hubungan yang terdapat cacat didalamnya, tentu tidak memberikan kenyamanan 
kepada salah satu pihak, baik kepada isteri ataupun suami. Jika dari awal keduanya tidak 
bisa mendapatkan kenyamanan, lalu bagaimana keluarga ini akan menjalin sebuah 
hubungan keluarga yang mitsan ghalizhan yang tergambar dalam UU Nomor 1 Tahun 
1974 tetang Perkawinan. Kemudian apabila dianalisis lebih dalam lagi, kenikmatan 
hubungan seks bukan hanya hak laki-laki saja, tetapi perempuan juga mempunyai hak 
untuk menikmati seks saat berhubungan dengan suaminya. Ini menunjukkan bahwa laki-
laki dan perempuan mempunyai derajat yang sama. Hal ini banyak disinggung Allah 
dalam al-quran antara lain QS. Al-Hujurat ayat 13 / 49: 13 
اُْنٰثى َوَجعَْلٰنُكْم ُشعُْوب   ٰيٰٓاَيَُّها النَّاسُ  ْن ذََكٍر وَّ  ١٣ اَتْٰقىُكْم ْۗاِنَّ ّللٰاَ َعِلْيٌم َخبِْيٌر  اِنَّ اَْكَرَمُكْم ِعْندَ ّللٰاِ  َۚل ِلتَعَاَرفُْواَقبَۤاى  ا وَّ اِنَّا َخلَْقٰنُكْم م ِ
Terjemahnya: 
“Hai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki 
dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan 
bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara 
kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”.9 
                                                 
8M. Thoyyip Hp, Hakim di Pengadilan Agama Sungguminasa, Wawancara, Pada tanggal 16 Maret 
2020. 
9Kementerian Agama Republik Indonesia, Quran Dan Terjemahnya, h. 234. 
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Kedua ayat tersebut menjelaskan bahwa Islam pada dasarnya semua manusia baik laki-
laki dan perempuan itu sama dihadapan Allah. Laki-laki tidak lebih mulia dari 
perempuan dan sebaliknya perempuan tidak lebih mulai dari laki-laki. Yang 
membedakan hanya kualitas ketaqwaannya dan kualitas ketaqwaan tersebut tidak 
ditentukan oleh jenis kelamin. 
Perceraian yang disebabkan suami homoseks dapat dijadikan alasan perceraian tentang 
permasalahan homoseksual. Jika dilihat dari perspektif fiqih, ulama fikih membolehkan 
homoseksual dapat menjadi alasan terjadinya perceraian. Karena seluruh umat Islam 
sepakat bahwa homoseksual termasuk dosa besar. Bahkan homoseks jauh lebih lebih 
menjijikan dan hina dari perzinahan. Oleh karena itulah, Allah memusnahkan kaum Nabi 
Luth dengan cara yang sangat mengerikan. 
Dari uraian tersebut penulis sangat sependapat dengan Jumhur Ulama dan Putusan 
Pengadilan Agama yang membolehkan isteri menuntut cerai dengan alasan suami 
homoseksual. Karena permasalahn homoseksual sendiri adalah sesuatu yang sangat 
dimurkai Allah. Sebagaimana Allah menurunkan azab atas kaum Nabi Luth as. Dengan 
demikain, penulis juga sependapat dengan Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa 
yang dalam mengambil pertimbangan hukum lebih menitiberatkan alasan perceraian 
karena akibat dari pemicu perceraian itu sendiri yaitu dengan berlandaskan KHI Pasal 
116 huruf (f), dikarenakan apabila Hakim memutus perkara perceraian ini dengan 
berlandaskan KHI Pasal 116 huruf (e). Alih-alih hendak mencapai rumah tangga yang 
diridhoi Tuhan YME, dengan sikap dan perilaku suami yang melanggar perintah Allah 
saja sudah menjadi sinyal buruk rumah tangga yang harmonis dan religius. 
3. Pertimbangan dan Landasan Hukum yang Digunakan Hakim terhadap 
Perceraian Akibat Suami Homoseksual di Pengadilan Agama Sungguminasa 
Kelas II A Putusan Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm 
Dalam putusan Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm, Tergugat tidak memberikan nafkah 
lahir maupaun bathin dan terdapat pula masalah masalah KDRT. Hal ini sangat berakibat 
buruk bagi Penggugat karena tidak adanya tanggung jawab suami terhadap keluarga, 
yang mana suami tidak bisa membimbing keluarga menuju keluarga sakinah. Hal ini 
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juga tidak sesuai dengan tujuan Perkawinan yang tercantuk dalam pasal 1 UU No. 1 
Tahun 1974 Tentang Perkawinan.10 Demikian pula pada Pasal 3 Kompilasi Hukum 
Islam.11 
Adapun pertimbangan adalah: 
Dalam Konvensi 
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dan 
Tergugat, serta bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat telah 
ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 
tanggal 7 April 2018; 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama 3 hari; 
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; 
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan 
April 2018 atau selama kurang lebih satu tahun; 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak 
berhasil 
Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secara komprehensif 
kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yang sudah hancur, sehingga 
dapat dinilai hal tersebut menyebabkan suami atau isteri atau kedua-duanya hidup 
dalam kesusahan, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan 
penderitaan batin, sehingga hidup tersiksa dalam puncak kesengsaraan, dan kondisi 
kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin. 
Menimbang, bahwa kalau seorang isteri (Penggugat) telah menunjukkan sikapnya 
yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana 
fakta tersebut di atas, dan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-isteri telah 
berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan selama persidangan 
Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim 
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan 
tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga mereka 
(onheelbaare tweespalt), sehingga apabila perkawinan antara Penggugat dengan 
Tergugat dipaksakan untuk dipertahankan, maka patut diduga hal tersebut hanya akan 
menimbulkan kemudaratan dan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua 
belah pihak, terlebih lagi bagi pihak Penggugat. 
Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan adalah lebih baik kedua belah pihak 
bercerai dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang pecah, perceraian adalah 
jalan untuk mencegah terjadinya kekerasan baik fisik maupun non fisik vide Pasal 5 
                                                 
10Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. 
11Republik Indonesia, Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3. 
Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual 
(Studi Putusan Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm) 
 
Almi Achmad, Hamzah Hasan 
 
414 | QaḍāuNā Volume 1 Edisi Khusus Oktober 2020   
sampai dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga sehingga baik Penggugat maupun Tergugat tidak 
menjadi pelaku atau korban kekerasan dalam rumah tangga. 
Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 
237.K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 diangkat suatu kaidah hukum, bahwa sepasang 
suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak 
lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan isteri pun tidak berniat 
meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami isteri lagi. 
Hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan 
alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang 
Nomor: 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
1975. 
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim 
berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk 
diperbaiki lagi, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah 
dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dan al-Qur'an surat ar-Ruum 
ayat 21, tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat. 
Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim 
berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) 
Kompilasi Hukum Islam. 
Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih 
pendapat pakar hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi: 
 .وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة
Artinya:  
“Di waktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka 
hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya". 
Dan dalam Kitab Fiqh al-Sunnah: 
بين  العشرةم عه دوافإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان االيذاء مما ال يطاق م




“Apabila gugatan isteri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti 
yang diajukan oleh isteri atau adanya pengakuan suami, dan isteri merasa 
menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak 
berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan isteri itu dengan talak 
satu ba'in." 
Serta dalam kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq, Juz II, halaman 83 yang 
menyatakan: 
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 تصبح وحيث صلح وال نالئح فيها ينفع يعد ولم الزوجين الحياة تضطرب حين الطالق نظام اإلسالم اختار وقد
 تأباه وهذا المؤبد بالسجن الزوجين أحد على يحكم أن معناه اإلستمرار ألن روح غير من صورة الزوج الربطة
 العدالة روح
Artinya:  
“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap 
goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan 
hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan 
berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. 
Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.” 
Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, 
maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 
(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan 
dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat. 
Dalam Rekonvensi 
Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonvensi, jawab menjawab 
Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, serta bukti yang diajukan oleh 
Penggugat Rekonvensi (dua orang saksi) dan bukti Tergugat Rekonvensi (dua orang 
saksi) telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : 
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada 
tanggal 7 April 2018 dengan mahar yang diberikan oleh Penggugat kepada 
Tergugat 10 gram (kalung 5 gram dan gelang 5 gram), ditambah pemberian berupa 
cincin 2 gram dan anting 1 gram;  
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang 
tua Penggugat dan Tergugat selama 4 hari dan tidak pernah berhubungan suami 
istri; 
- Bahwa uang belanja atau panaik yang diberikan Penggugat Rekonvensi kepada 
Tergugat Rekonvensi adalah uang sejumlah Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta 
rupiah); 
- Bahwa tidak ada perjanjian antara pihak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat 
Rekonvensi mengenai pelaksanaan pernikahan termasuk mahar dan uang belanja 
atau panai; 
- Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk 
menggembalikan mahar dan uang panaik namun Tergugat Rekonvensi tidak 
bersedia karena mahar merupakan hak istri dan uang belanja atau panaik sudah 
habis terpakai untuk acara pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat; 
Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa terhadap mahar suami yang telah diberikan kepada istri namun di 
antara keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri, maka suami berhak 
seperdua dari mahar tersebut, hal tersebut berdasarkan Firman Allah dam Surah al-
Baqarah ayat 137: 
إِن اْهتَدَواْ  فَقَدِ  بِهِ  آَمنتُم َما بِِمثْلِ  آَمنُواْ  فَإِنْ  ُ  فََسيَْكِفيَكُهمُ  ِشقَاقٍ  فِي ُهمْ  َمافَإِنَّ  ْواْ تََولَّ  وَّ  اْلعَِليمُ  سَِّميعُ ال َوُهوَ  ّللا 
Terjemahnya:  
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“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, 
Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah 
seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu 
mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan 
pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan 
keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang 
kamu kerjakan. 
Menimbang, bahwa terbukti mahar dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan 
Tergugat Rekonvensi adalah mahar uang Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu 
rupiah)/26 real, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-
masing pihak berhak seperdua mahar tersebut, dan seperdua tersebut tidak bisa 
dihubungkan dengan panaik dan kebiasaan/adat lainnya yang dianggap sebagai hadiah 
atau hibah dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi. 
Menimbang, bahwa uang panaik dalam masyarakat Makassar menjadi prestise 
(kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan. Fungsinya adalah digunakan sebagai 
biaya dalam resepsi perkawinan. Tujuan pemberian uang panaik adalah untuk 
menghargai atau menghormati wanita yang ingin dinikahinya dengan memberikan 
pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang panaik tersebut. Kedudukan 
uang panaik dalam perkawinan adat tersebut adalah sebagai salah satu pra syarat, 
karena tidak ada uang panaik maka tidak ada perkawinan, sedangkan makna erang-
erang adalah hadiah yang dipersembahkan oleh pengantin pria kepada pengantin 
wanita. 
Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa 
fungsi uang panaik adalah biaya dalam resepsi perkawinan, oleh karenanya uang 
panaik dapat dikategorikan sebagai hibah atau hadiah dari Penggugat Rekonvensi 
kepada Tergugat Rekonvensi 
Menimbang, bahwa oleh karenanya uang panaik dapat dikategorikan sebagai hibah 
atau hadiah dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sehingga hibah 
atau hadiah tersebut tidak dapat ditarik kembali oleh Penggugat Rekonvensi terhadap 
Tergugat Rekonvensi, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah saw.: 
 َ ْنُت ْن آَْشتَِريَهُ, فََظنَآَ فَآََردُْت  ي َكاَن ِعْندَهُ,الَّذِ هُ َضاعَ  َعْن ُعَمَر َرِضَي هللاُ َعْنهُ قَاَل: َحَمْلُت َعلَى فََرٍس فِى َسبِْيِل هللاِ, فَأ
بِِدْرُهْم فَإِنَّ  فِى َصدَقَتَِك َوآِْن آَْعَطا َكهُ  ِرِه َوالَ تَعُدْ  تَْشتَ َل: الَ آَنَّهُ يَبِْيعُهُ بُِرْخٍص, فََسآَْلُت النَّبِيَّ َصلَّى هللاُ َعلَيِهَوَسل َم فَقَا
 ِه َكا اْلعَا ئِِد فِي قَْيئِهِ اْلعَائِدَ فِي ِهبَتِ 
Artinya:  
Dari Umar Radhiyallahu Anhu, dia berkata, ‘Aku pernah memberikan seekor 
kuda untuk digunakan di jalan Allah, namun orang yang kuberi kuda itu 
menelantarkannya. Maka aku hendak membelinya dan aku menduga dia akan 
menjual kuda itu dengan harga yang murah. Maka aku bertanya kepada Nabi 
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka beliau menjawab, ‘Janganlah engkau 
membelinya dan jangan engkau tarik kembali sedekahmu, meskipun dia 
menyerahkannya dengan     harga satu dirham, karena orang yang menarik 
kembali hibahnya    seperti orang yang menjilat kembali muntahannya’ (HR. Al-
Bukhari dan Muslim)  
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka 
gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak beralasan hukum sehingga harus 
ditolak. 
Dalam Konvensi dan Rekonvensi 
Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan 
Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat. 
Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.12 
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini, walaupun Majelis Hakim berusaha 
mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat 
ternyata telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f), PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 
116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat dapat dikabulkan atas 
permohonannya untuk menggugat cerai yaitu jatuh Talak Satu Ba’in Sughra yang 
bersifat alternatif dari petitum sebelumnya.  
D. Penutup 
Tinjauan Yuridis Terhadap Perceraian Akibat Suami Homoseksual dalam perkara 
Nomor: 255/Pdt.G/2019/PA.Sgm sesuai dengan ketentuan UU Perkawinan dan 
peraturan pelaksanaannya dalam perkara perceraian. Istri merasa hak-haknya tidak 
diberikan karena suaminya memiliki homoseksualitas yang dalam Islam dianggap 
sebagai penyakit atau kecacatan yang dianggap diperbolehkan bagi istri untuk 
mengajukan cerai, pada dasarnya penyakit apapun yang menyebabkan penderitaan salah 
satu pihak yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban suami dan 
istri dengan benar. Dengan demikian dianggap sah dan berwenang untuk mengajukan 
gugatan cerai di pengadilan agama sesuai tata cara pengadilan agama. Homoseksualitas 
bisa menjadi pemicu perceraian, tetapi bukan alasan untuk bercerai. Pertimbangan dan 
dasar hukum yang digunakan hakim untuk perceraian karena suami sesama jenis, yaitu 
                                                 
12Arsip Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B, Jl. Masjid Raya Sungguminasa, Putusan No: 
255/Pdt.G/2019/PA.Sgm, diperolah pada tangga 2 Maret 2020, h. 13-24. 
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pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 19 huruf f) PP n ° 
9 tahun 1975 tentang penerapan undang-undang no. 1 tahun 1974, dan pasal 116 huruf f) 
Inpres KHI RI No 2 tahun 1991. Menurut hakim, homoseksualitas yang diderita 
terdakwa akan menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga dan sering terjadi 
pertengkaran dan masalah tersebut menjadi tidak sesuai dengan tujuan pernikahan. Oleh 
karena itu, majelis hakim mengizinkan permintaan terdakwa. 
Implikasinya, diskusi homoseksual harus diajarkan di sekolah atau madrasah, baik di 
tingkat pertama (MTs) maupun di tingkat atas (Aliyah). Selain itu ulama, dai dan khatib 
harus menyampaikan hukum homoseksualitas kepada masyarakat dalam ceramah dan 
ceramah agama, sehingga perbuatan yang dikutuk oleh Allah ini akan hilang dari 
kehidupan manusia. Bagi calon suami dan istri, setiap pasangan harus saling mengenal, 
karena hal ini dapat menumbuhkan rasa cinta, saling menerima kelebihan dan 
kekurangan. Bagi pasangan suami istri hendaknya memahami makna, tujuan dan hikmah 
pernikahan menurut pedoman Islam. Untuk majelis hakim yang terhormat, perlu untuk 
memutuskan kasus-kasus yang terkait dengan perceraian ini dengan lebih hati-hati dan 
bijaksana. Sehingga hal tersebut tidak merugikan kedua belah pihak dalam perkara 
tersebut, dan bagi para pengurus pengadilan agama sehingga dapat menekan angka 
perceraian yang tinggi. 
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